ABSTRAK



Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah



Dengan adanya Hukum Pertanahan diharapkan terciptanya kepastian hukum diindonesi sehingga menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Terlebih lagi masyarakat masih awam menggunakan Surat Keputusan (SK) kecamatan, sehingga timbulah berbagai masalah di masyarakat.



Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha mempelajari sedalam dalamnya mengenai upaya kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak milik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik simple random sampling.


Status kepemiikan hak atas tanah di Desa Sukasari  ialah tanah kampung dan telah memiliki sertifikat Camat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, dikarenakan kurangnya dana masyarakat dan masyarakat menunggu program Pemerintah yakni PTSL. Serta Pemahaman masyarakat di Desa Sukasari mengenai status kepemilikan hak atas tanah sudah cukup paham. Sebagian masyarakat sudah cukup mengetahui tentang pentingnya status kepemilikan hak atas tanah.



Kendala dalam pengurusan status kepemilikan hak atas tanah Hukum Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai memiliki hambatan yaitu lamanya penyelesaian setifikat kepemilikan status hak atas tanah. Penyebab lamanya penyelesaian sertifikat kepemilikan hak atas tanah karena kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pengurusan dalam kepemilikan status hak atas tanah.
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ABSTRACT



The rights of the Indonesian people to land are the parent of other land tenure rights, meaning that all other land tenure rights are based on the Indonesian people's rights to land and that the existence of any control rights, the rights in question do not negate the existence of the Indonesian people's rights. above ground



With the Land Law, it is hoped that legal certainty will be created in Indonesia so as to produce certificates as proof of ownership of land rights. What's more, people still don't use the District Decree (SK), so that various problems arise in the community.



The type and nature of the research carried out in this study is a qualitative method, namely trying to learn in depth about the efforts of public legal awareness in obtaining property rights certificates. The sampling technique used in this study is to use a simple random sampling technique.



The status of ownership of land rights in Sukasari Village is village land and already has a Camat certificate, but there are still many people who have not managed the land into a Property Rights Certificate, due to a lack of public funds and the community is waiting for the Government program, namely PTSL. And the understanding of the people in Sukasari Village regarding the status of ownership of land rights is quite understanding. Some people already know enough about the importance of the status of ownership of land rights.



Constraints in managing the status of ownership of land rights. Community law in Sukasari Village, Pegajahan District, Serdang Badagai Regency has obstacles, namely the length of completion of certificates of ownership of land rights status. The cause of the delay in completing the certificate of ownership of land rights is due to the lack of socialization regarding the management requirements in the ownership of land rights status.
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